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ABSTRAK 

 
Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Ahli 

Medis Tentang Usia Perkawinan Menurut Pasal 7 Ayat 1 & 2 Uu No. 1 Tahun 

1974 (Studi Kasus di Rumah Sakit Kabupaten Gresik)” merupakan hasil 

penelitian lapangan yang bertujuan untuk mengetahui pandangan ahli medis 

terhadap usia perkawinan menurut pasal 7 ayat 1&2 UU No.1 Tahun 1974 dan 

menganalisis secara Analisis Hukum Islam terhadap Pandangan ahli Medis 

tentang usia perkawinan menurut Pasal 7 ayat 1&2 UU No.1 Tahun 1974 

Penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif (kualitatif) 

karena dalam penelitian ini tidak berhubungan dengan angka-angka. Data 

penelitian dihimpun melalui wawancara dan studi dokumentasi yang selanjutnya 

dianalisis dengan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif. 

Dalam pasal 7 ayat 1 & 2 UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa 

perkawinan diperbolehkan jika usia perempuan sudah 16 tahun dan laki-laki 19 

tahun sedangkan dalam UU No. 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak, 

anak adalah ketika ia masih usia 18 tahun ke bawah. Dan dalam ilmu Kesehatan 

menyebutkan bahwa usia yang ideal untuk melakukan perkawinan jika 

perempuan sudah berusia 20 tahun dan laki-laki berusia 25 tahun. Hal ini 

menggambarkan bahwa pemerintah secara tidak langsung melegalkan adanya 

praktik perkawinan anak. Menurut Analisis Hukum Islam ketentuan usia 

perkawinan dalam pasal tersebut tidak terlalu dipermasalahkan karena dalam 

Islam menggunakan tolak ukur baligh. Namun, dalam rangka membentuk 

keluarga yang saki>nah, mawaddah, dan rahmah, hal ini tidak menjamin 

terbentuknya tujuan perkawinan, karena dalam ilmu kesehatan perkawinan 

tersebut tidak menjamin akan kesehatan reproduksi terutama bagi pihak wanita. 

Melihat banyaknya kemadharatan yang terjadi akibat perkawinan yang 

dilangsungkan ketika mempelai perempuan masih berusia di bawah 18 tahun, 

maka konsep Shaddu adh-dha<ri’>ah  menjadi solusi yang tepat untuk diterapkan. 

Maka seyogyanya Undang-Undang yang terkait dengan usia perkawinan perlu 

ditinjau kembali dan disesuaikan dengan kondisi di Indonesia. 

 


